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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 
NOMOR 18 TAHUN 1990 SERI B NO. 5 ---~ 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE RAH TJNGKAT II 
REMBA NG 

NOMOR 3 TAHUN 1990 
TENTAN G 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG 

PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH A ESA 

BUPATI KEl?ALA DAERAH TINGKAT II REMBAMG 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menertibkan pemasangan Plat 
Nomor Rumah di Kabupaten Oatrah Tingkat It 
Rembang, perlu ditetapkan biaya Pemasangan 
yang sesuai dengan keadoan dewasa ini. 

b. bahwa kotentuan biaya pemasangan Plat Nomor 
Rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupat13n Qaereh Tingkat II Rernbang 
Nomor q Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagl 
dengan perkembangan ket..daan, sehingga perlu 
di tinjau kembali • 

c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut dlatas. 
dipandang perlu dituangkan dalam Peraturan 
Daerah, 

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerinteh11n di Daarah. 

2. Undang-undang - s. 
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2. Undang-undang Nomor13 Tahun1950Jo Pe­
raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Peme·intahan Daerah Kabupaten Dalam 
lingkurgan Propinsi Jawa Tengah. 

3. Undang • undang Nomor 12 / Ort. Tahun 1967 
tentang Peraturan Umum Retribusi Oeerah. 

4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pema­
sangan Plat Nomor Rumah. 

Dengan PHsetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Remt:ang 

Mon"fapkan 

M E M UTUSKAN : 

PCRAT UPAN DA EPAH KAB UPATEN DAERA H 
T fNG KAT II REMBAN G TENT ANG PERUBAHAN 
PERTAMA PERATURAN DAERAH l<ABUPATEN 
DAEF AH TINGKAT II RH/ BANG NOMOR 9 
TA HUN 1981 TENT Ar- G PHI ASANGAN PLAT 
NO MO R f- UMA H 

Pasal I 

t'eraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 
9 Tahun 1981 tentang Pemasengan Plat l\'omor Rumah yang di­
sahkan dengan ~urat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat t 
Jawa Tengah Nomor 188. 3/12/1982 tanggal 20 Januari 1982 
dan diundangkan dalam Lembaran Daernh Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Rembang Nomor 1 'fahun 1982 Seri B, diubah seba­
gai berikut : 

- Pasal 4 ayat (1 ) . diubah den dibaca: sebagai berikut : 

Perr asangan 1~1at -pla1 Nomor Rumah tersebut ayat (2) Pasal 3 
Peraturan Daerc h ini, dipungut biaya !!ebagai pengganti jasa, 
yanp besarnya sebagai berikut , 



-3-

e. Type A sebesar Ap 1.500,00 I seribu lima ratus rupiah ) 
b. Type B sebesar Rp 1 .250,CO ( Seribu due ratus lima pu­

luh rupiah) 
c. Type C sebesar I< p 70Cl,OO ( tujuh ratus rupiah ) 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berleku pada tanggtil diundang­
kan. 

Agar setitip oreng depat mengetahuinya. memerintahkan pe 
ngu ndan~ an Peratl!ren Oaerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Dae,ah Kabupaten Daereh Tir,ekat II 
Rembang. 

D~W.AN PEFWAKI LAN R.t iYAT 
tAERAH ~ABUPAHN 0/IEFPH 

1INGKAT II flEMBANG 
KETUA : 

SOEGENG SARWONO 

Rembang, 15 Pebruari 1990 

SUP.All KEPALA C.AERAH TK. II 

REM BANG 

Drs. WACHIOI RIJONO 

OISAHKAN: 

Dengan Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 
'fanggal 1 6 Oktober 1990 

N omor 188.3/ 157 /1990 

An. Sekretaris Wilayah Daerah 

Kepala Biro Hukum 

S A R D J I T 0 . SH. 
N I. 500 034 373 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingket II 

Rembang Nomor Tahun 1990 Seri B 

Nomor 5 pada tanggal 22 Mei 1990. 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

Ors. SOEDIHARTO 

NIP. 6CO 029 511 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JI 

RE MBANG 
NOMOR 3 TAHUN 1990 

'FEN TANG 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981 

TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH 

I. PENJELASAN UMUM : 

Bahwa pemasangan Plat Nomor Rumah di Kabupaten Da­
erah Tingkat II Rembang sudah diatur dalam Peraturan Da­
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang NomN 9 Tahun 
1981 . Akan tetapi seijak diundangkan Peraturan Oaerah ter­
sebut pada tanggal 24 Maret 1982 hlngga sekarang, balum 
bisa dilaksanakan. 

Bahwa Pemerintah Daerah ekan melaksanaken Pemasangen 
Plat Nomor Rumah, tetapi karena terip yang diatur dalam 
Peratur Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut sudah tidak 
sesual lagi maka perlu ditinjau kembali. 

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang 
parlu merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 ter­
seb1Jt untuk disesuaikan taripnya dengan perkembangan ke­
adaan-keadaan d6wasa ini. 

.. II. PENJELASAN PASAL DEMI P.ASAL : 

Pasal 

Pasal II 

Cukup jelas. 

Cukup je las, 

.. 


